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Penelitian ini membahas tentang penundaan penyerahan akta cerai untuk 

memenuhi hak-hak nafkah mantan istri pasca perceraian di Pengadilan Agama 
Martapura. Penundaan penyerahan akta cerai ini diberlakukan sesuai dalam SEMA 
No. 2 Tahun 2019 untuk mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 untuk 
memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka 
amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara 
cerai gugat dapat menambahkan kalimat: ‘...yang dibayar sebelum tergugat 
mengambil akta cerai’. Pembayaran tersebut dilakukan oleh suami sebelum 
mengambil akta cerai dari pengadilan. Artinya pengadilan menunda pemberian akta 
cerai kepada mantan suami sampai mantan suami ini membayarkan nafkah kepada 
mantan istrinya. Salah satu peradilan agama yang memberlakukan penundaan 
penyerahan akta cerai ini di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan 

Agama Martapura dengan pemberlakuan penundaan penyerahan akta cerai dalam 
memenuhi hak-hak nafkah istri pasca perceraian dan mengetahui mengetahui 
tanggapan Pihak Tergugat dengan adanya penundaan penyerahan akta cerai dalam 
memenuhi hak-hak nafkah istri pasca perceraian. 

  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data 
primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara. Teknik 
pengolahan data dengan editing, klasifikasi, dan deskripsi. Teknik analisis data 
menggunakan deskriptif kualitatif. 

 
Hasil penelitian yang didapat, menurut Hakim di Pengadilan Agama 

Martapura dengan pemberlakuan peraturan pada SEMA No. 2 Tahun 2019 
mengenai pemenuhan hak-hak nafkah istri pasca perceraian yang dibayar sebelum 
mengambil akta cerai menjadi payung hukum agar perempuan mendapatkan hak-
haknya pasca perceraian. Walau terkadang terdapat kendala saat pelaksanaan di 
lapangan, pihak pengadilan tetap memberikan solusi. Tanggapan pihak tergugat 
mengenai penundaan penyerahan akta cerai, ada yang menerima dan ada yang 
terpaksa untuk membayar pemenuhan hak-hak nafkah istri pasca perceraian agar 
akta cerai bisa diambil. Perbedaan tanggapan dikarenakan perbedaan latar belakang 
pihak suami. 


